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ABSTRAK

Negara Hukum berdasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara
harus dijalankan atas hukum yang adil dan baik. Kekuasan negara harus
dilandaskan pada kekuasan hukum. Hukum menjadi landasan tindakan setiap
negara. Beberapa alasan utama alasan negara menyelenggarakan dan menjalankan
tugasnya berdasarkan hukum. Ekonomi merupakan satu ilmu sosial yang
mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan
konsumsi terhadap barang dan jasa. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia
sudah menjadi hal yang biasa dikarenakan Negara Indonesia membutuhkan tenaga
kerja asing baik dalam sektor perkantoran maupun perindustrian.

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat
deskriptif yang difokuskan pada nahkoda asing dalam bidang kelautan untuk
mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum
Kelautan khususnya nahkoda asing. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan yang mengacu kepada bahan hukum primer seperti Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan bahan hukum sekundernya berupa
buku-buku kelautan, pendapat para ahli, dan jurnal-jurnal hukum kelautan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap
nahkoda asing sejauh ini masih cukup baik namun perlu diperkuat mengenai Pasal
136 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran bahwa harus
terdapat ekstradisi terhadap nahkoda. Melihat dari pada kerancuan peraturan yang
berlaku di Indonesia cukup membuat status nahkoda sempat dipertanyakan. Tetapi
mengingat bahwa nahkoda merupakan lex specialis derogat generalis maka
nahkoda merupakan bidang yang spesial dalam menjalankan profesinya.
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LEGAL CERTAINLY STATUS FOREIGN CAPTAIN AND LEGAL
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ABSTRACT

The state law based on on the belief that the powers of the state must be
executed over law and justice and good. The chair of the state must from sending
such on the basis of law .The act of any state law serve as a platform .Some the
main reason for the view of its organizing and carrying out their duties under the
law. Economy is one of the social science that studies of human activities that deals
with the production , the distribution of , and consumption on goods and services.
The use of foreign labour in indonesia has become a commonplace because
Indonesia country in need of workers both in foreign office sector and industry.

Methods in this research using the kind of research descriptive are focusing
on foreign captain in the maritime affairs to assess the application of kaidah-kaidah
or norma-norma law in maritime law especially foreign captain. Approach that is
used is the approach that build on the primary law material like act number 17 of
2008 on shipping , and materials the maritime secondary law , experts opinion , and
jurnal-jurnal maritime law.

The results of the study came to the conclusion that the protection of the law
against foreign captain there is no problem with a satisfactory condition but need to
be addressed to make a statement on article 136 on a voyage of that there should be
a extradition request against against our captain. See from the previous year and the
immense confusion in the applicable regulation in indonesia is still significantly
make this status was hit by the train our captain of the events in question. But
considering that our captain is lex specialis derogat generalis so our captain is an
area that special in run profession.

Key Word : Foreign Captain, Maritime , The Utilization Of Maritime ,
Immigration.
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